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ABSTRAK

Alfiani, 2012/1206029 :Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan
Anak Nagari (UPT-KAN) Terhadap Pelaksanaan
Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat
Peduli  Kabupaten/Kota Sejahtera  (Pandu
Gempita) dalam Menanggulangi Kemiskinan di
Kota Payakumbuh

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Pelayanan Terpadu dan Gerakan
Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) yang
direalisasikan melalui UPT-KAN di Kota Payakumbuh. Pelayanan ini
memberikan pelayanan sosial di bidang pendidikan, social, kesehatan dan
pengembangan masyarakat secara terpadu dalam rangka menanggulangi masalah
kemiskinan di Kota Payakumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) terhadap
pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota
Sejahtera (Pandu Gempita) dalam menanggulangi kemiskinan di kota
Payakumbuh.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan
informan dilakukan dengan teknik snowball sampling. Jenis data terdiri dari data
primer dan data sekunder, dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi
dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakantriangulasi. Teknik analisis data
melalui cara pengumpulan data, Klasifikasi data, reduksi data, penyajian data,
interpretasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Unit Pelayanan Terpadu
Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) terhadap pelaksanaan Pelayanan
Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu
Gempita) dalam menanggulangi kemiskinan di kota Payakumbuh melalui Peran
Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) dalam
memverivikasi data masyarakat yang tidak termasuk dalam data PPLS 2015.
Masyarakat yang tidak masuk dalam data PPLS 2015 petugas UPT-KAN akan
mensurvey ke lapangan untuk menetapkan keluarga itu miskin atau tidak sesuai
dengan 14 kriteria atau minimal 9 kriteria yang sudah ditentukan terpenuhi yang
telah ditentukan oleh BPS, Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak
Nagari (UPT-KAN) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada
pelayanan  pendidikan. UPT-KAN dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat mengikuti program yang telah ada di Dinas Pendidikan. Layanan
yang dibutuhkan masyarakat umumnya Pemberian beasiswa miskin (BSM)
kepada peserta didik tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, Peran Unit
Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) merekomendasikan
pengaduan masyarakat khusunya di bidang pendidikan dengan pemberi bantuan.
Dalam menyalurkan bantuan pelayanan pendidikan UPT-KAN bekerjasama
dengan dunia usaha dan lembaga sosial yaitu lembaga sosial LKS Mitra
Kenanga, LazizMu ( Lembaga Amil Zakat Muhamadyah), BAZNAS.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah
menjelaskan bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat,
serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya
kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan
kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Namun
pada kenyataanya, kehidupan masyarakat masih banyak yang tidak layak atau
dalam taraf hidup kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai suatu ekonomi yang
serba kekurangan (Sunyoto Usman, 1998). Kementerian Sosial menyelenggarakan
tempat pemberian pelayanan secara terpadu atau terintegrasi di bidang pelayanan
kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya yang
dibutuhkan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan dan permasalahan sosial
lainnya melalui Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyaralat Peduli Kota
Sejahtera (Pandu Gempita). Kementerian Sosial menetapkan lima daerah menjadi
proyek pecontohan penanganan masalah sosial melalui Pelayanan Terpadu dan
Gerakan Masyarakat Peduli Kota Sejahtera (Pandu Gempita) yakni Kota
Payakumbuh Sumatera Barat, Sukabumi Jawa Barat, Sragen Jawa Tengah, Berau

Kalimantan Timur dan Bantaeng Sulawesi Selatan. (www.kotapayakumbuh.go.id,

diakses 12 Oktober 2015).



http://www.kotapayakumbuh.go.id/

Terpilihnya Kota Payakumbuh dalam melaksanakan Pandu Gempita ini

disebabkan oleh terpenuhinya kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Sosial

RI bagi Kota/Kabupaten pelaksana Pandu Gempita. Kriteria tersebut diantaranya:

a)

b)

d)

9)

Jumlah Penduduk Kota Payakumbuh:116.910 jiwa. Berarti masih kurang
dari 1000.000 jiwa.

Angka kemiskinan Kota Payakumbuh 8,44% tahun 2010 dan masih
berkurang pada tahun 2011 menjadi 6,85%. Berarti masih kurang dari rata-
rata nasional.

Kota Payakumbuh Memiliki dinas/instansi sosial, yaitu Dinas Sosial dan
Tenaga kerja.

Pimpinan daerah atau Walikota Payakumbuh beserta jajaran kepala
Dinas/instansinya berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan terpadu bagi
masyarakat. Bahkan saat ini telah terbentuk lembaga pelayanan terpadu satu
pintu di bidang penanaman modal dengan diterbitkannya Peraturan Daerah
Kota Payakumbuh no 05 Tahun 2011.

Adanya kesediaan investasi dalam pengembangan layanan satu atap (one
stop services). Saat ini telah dibentuk Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) Kota Payakumbuh
berdasarkan Perda No 05 Tahun 2011.

Rata-rata PAD Kota Payakumbuh sebesar 17,22% di atas rata-rata PAD
Provinsi Sumatera Barat.

Kondisi sosial politik stabil



Di Kota Payakumbuh Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli
Kota Sejahtera (Pandu Gempita) diresmikan oleh Kementerian Sosial pada
tanggal 1 Mei 2013 dengan penandatanganan MoU antara Kementerian Sosial RI
dengan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Nomor :11/HUK/2013 dan
6/MOU/2013 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terpadu Menuju
Kota Sejahtera. Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kota
Sejahtera (Pandu Gempita) diselenggerakan karena komitmen pimpinan daerah
yang tinggi dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesediaan investasi dalam
pengembangan layanan satu atap. Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat
Peduli Kota Sejahtera (Pandu Gempita) direalisasikan melalui Unit Pelayanan
Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) yang diresmikan pada tanggal
17 Desember 2013. Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari di Kota
Payakumbuh (UPT-KAN) dikuatkan dengan diterbitkannya peraturan Walikota
Payakumbuh Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelayanan
Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN). Aturan turunan dari peraturan
Walikota tersebut berupa keputusan Walikota Nomor 460.3/349/WK-PYK/2014
tentang penunjukan personil Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan
Anak Nagari (UPT-KAN) di Kota Payakumbuh dan nomor 460.5/369/WK-
PYK/2014 tentang pembentukan tim penyusunan dan pelaksanaan program
penyelenggara program sosial terpadu Kota Payakumbuh.

UPT-KAN memberikan rekomendasi bagi masyarakat miskin yang
membutuhkan layanan di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan

pengembangan masyarakat kepada donatur pemberi bantuan. Masing-masing



bidang pelayanan dikelola oleh 2 orang petugas yang berasal dari instansi induk
terkait, yakni Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Rekrutmen
petugas pelaksana UPT-KAN berdasarkan wusulan kepala SKPD yang
bersangkutan. Diketahui bahwa personil pelaksana UPT-KAN Kota Payakumbuh
berjumlah 13 orang. 11 orang berasal dari SKPD terkait, dan 2 orang berasal dari
Satuan Bakti Pekerja Sosial (SAKTIPEKSOS). Sebagai pelaksana UPT-KAN,
mereka melaksanakan tugas sesuai tugas pokok masing-masing, dengan kata lain
mereka ditempatkan dalam bidang layanan yang sama dengan tugas pokok di
SKPD induknya. Misalnya, pelaksana dari bidang pendidikan akan ditempatkan di
sub unit pendidikan.dengan begitu, sebagai pelaksana UPT-KAN mereka sudah
difungsikan dengan tugas pokok dari SKPD masing-masing. Meskipun sejumlah
personil sudah difungsikan di bidang pelayanan sesuai dengan tugas SKPD
induknya, namun tugasnya di UPT-KAN menjadi kurang fokus. Dilema inilah
yang menjadi salah satu kendala dalam penyelengaraan pelayanan terpadu.
Pelaksana UPT-KAN yang berstatus PNS di sisi lain dituntut harus absen
kehadiran dan memenuhi sasaran Kkinerja pegawai pada SKPD induknya.
Sementara itu di sisi lain, mereka mendapat intensif tambahan di UPT-KAN
dengan SK Walikota. Terkait dengan hal ini para petugas dari SKPD berharap
adanya penugasan khusus dengan surat tugas yang jelas sehingga mereka
melaksanakan tugas dengan baik. Hal ini juga dikuatkan dengan wawancara yang
peneliti lakukan dengan Bapak Joko selaku Kabid Penanggulan Kemiskinan di

Dinas Sosial Kota Payakumbuh mengungkapkan bahwa:



“ Sejumlah personil sudah difungsikan di bidang pelayanan sesuai
dengan tugas SKPD induknya, namun tugasnya di UPT-KAN menjadi
kurang fokus. Inilah yang menjadi masalah dalam penyelengaraan
pelayanan terpadu. Pelaksana UPT-KAN yang berstatus PNS hrus
melaksanakan tugasnya di SKPD induknya. Sementara itu di sisi lain,
mereka mendapat intensif tambahan di UPT-KAN dengan SK Walikota
dan juga mempunyai tugas di UPT-KAN. terkadang di UPT-KAN ini
kosong, apalagi disaat petugas melakukan survey ke lapangan, selain itu
yang bekerja secara aktif hanya pekerja sosial tersebut, sedangkan
petugas dari SKPD terkait lebih sering di kantornya masing masing.

Karena inilah pengaduan masyarakat lambat diproses.” (Wawancara

dilakukan tanggal 21 Juni 2016)

Dalam pelaksanaan, basis data yang digunakan oleh Unit Pelayanan Terpadu
Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) berasal dari data Pendataan Program
Perlindungan Sosial (PPLS) 2015. Dalam menentukan warga tersebut miskin Kota
Payakumbuh menggunakan 14 indikator yang ditetapkan oleh Badan Pusat
Statistik (BPS) namun jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga

miskin disebut miskin, diantaranya yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang

2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan

3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas
rendah/tembok tanpa diplester.

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga
lain.

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air

hujan.



10.

11.

12.

13.

14.

Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak
tanah

Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.

Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun

Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari

Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik

Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan
500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau
pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/
tamat SD.

Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.
500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor,

atau barang modal lainnya.

(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Berdasarkan kriteria tersebut maka sesuai dengan data Program Pendataan

Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Kota

Payakumbuh sebanyak 6.614 jiwa yang sudah terrigestrasi oleh pemerintah pusat.

Namun, masih ada keluarga miskin yang belum terregistrasi oleh data PPLS.

Berdasarkan pengaduan masyarakat di UPT-KAN masyarakat miskin yang tidak

termasuk dalam data PPLS 2015 sebanyak 317 KK. Berarti data PPLS belum

mampu menyaring semua masyarakat miskin yang ada di Kota Payakumbuh. Hal



inilah yang menyebabkan masih banyak masyarakat miskin yang belum

mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

Sedangkan dalam melaksanakan perannya UPT-KAN memberikan
rekomendasi bagi masyarakat miskin yang membutuhkan layanan di bidang
kesehatan, pendidikan, sosial, dan pengembangan masyarakat. Proses awal semua
pengaduan masyarakat diterima oleh petugas piket di UPT-KAN untuk dilakukan
pencatatan, berbagai keluhan akan ditelaah sesuai dengan kategori permasalahan
yang ditangani oleh SKPD terkait. SKPD memiliki wewenang untuk
memverifikasi pengaduan yang masuk disesuaikan dengan program yang ada.
Apabila program masih berjalan maka penanganan permasalahan yang dihadapi
masyarakat bisa segera ditindaklanjuti, tetapi bila program sudah melewati batas
waktu dan tidak ada anggraan lagi maka penanganan masalah bisa diusulkan pada
tahun anggaran berikutnya. Namun apabila SKPD terkait sulit memproses
pengaduan yang telah direkomendasikan kepadanya, maka UPT-KAN selanjutnya
akan mencari lembaga lain seperti Bank, Baznas, Lazizmu dan LKS Mitra
Kenanga untuk memproses pengaduan yang telah direkomendasikan.

Dalam pemberian bantuan, UPT-KAN memperoleh bantuan dana dari
perbankan, BAZNAS, Lazizmu, SKPD Terkait, dan LKS Mitra Kenanga. UPT-
KAN ini hanya sebagai tempat pengaduan bagi masysrakat. Setelah pengaduan
masyarakat  diverivikasi oleh UPT-KAN, maka UPT-KAN akan
merekomendasikan pengaduan masyarakat. Dalam memberikan bantuan UPT-
KAN tidak memiliki sumber dana maka dari itu UPT-KAN ini bekerjasama

dengan perbankan, BAZNAS, Lazizmu, SKPD Terkait, dan LKS Mitra Kenanga.



Sedangkan dalam pemenuhan sarana prasarana dan biaya operasional UPT-KAN
dibebankan pada APBD Kota Payakumbuh anggaran Dinsosnaker. Dalam
pelaksanaanya, UPT-KAN telah memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan,
sosial dan pengembangan massyarakat. Berdasarkan pengaduan masyarakat
miskin ke UPT-KAN, jumlah pengaduan pada pelayanan pendidikan sebanyak
213 kk, pengaduan pada pelayanan sosial sebanyak 120 kk, pengaduan pada
pelayanan kesehatan sebanyak 21 kk, dan pengaduan pada pelayanan
pengembangan masyarakat sebanyak 4 kk. Namun yang mendapatkan bantuan
pada pelayanan pendidikan 198 kk, pelayanan sosial sebanyak 105 kk, pelayanan
kesehatan sebanyak 12 kk, sedangkan pelayanan pengembangan masyarakat
belum mendapatkan bantuan. Jadi diketahui bahwa, pelayanan yang paling
dominan diberikan pada pelayanan pendidikan. Berdasarkan wawancara yang
peneliti lakukan dengan Rina Yulianty selaku pekerja sosial di UPT-KAN beliau
mengatakan:
“pelayanan yang diberikan oleh UPT-KAN memang paling banyak pada
pelayanan pendidikan. hal ini disebabkan pengaduan pada pelayanan
pendidikan ini paling banyak di UPT-KAN sehingga bantuan yang
disalurkan oleh UPT-KAN juga paling banyak di pelayanan pendidikan.
selain itu UPT-KAN ini juga mempertimbangkan kalau setiap anak harus
mengenyam pendidikan yang layak terutama bagi warga miskin yang
memang sulit memenuhi kebutuhan anaknya dalam melanjutkan
pendidikan selain itu selama kami melakukan observasi ke lapangan
memang sarana dan prasarana sekolah anak anak tersebut tidak terpenuhi.
Ada yang pergi sekolah bajunya sudah robek dan lusuh, ada yang tasnya
sudah robek, sepatunya sudah tidak layak pakai serta alat tulis dan buku
pelajaran pun tidak terbeli. Akibatnya anak malas belajar dan tidak
berprestasi. Maka dari itulah kmi memang dominan memberikan bantuan
pada pelayanan pendidikan.(wawancara dilakukan 03 Agustus 2016)
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Amril selaku petugas UPT-KAN

Pada pelayanan pendidikan. beliau mengatakan:



“dalam  memberikan pelayanan UPT-KAN, memang dominan
memberikan pelayanan pada pelayanan pendidikan. hal ini disebabkan
banyaknya masyarakat yang melakukan pengaduan ke UPT-KAN, selain

itu dalam memenuhi pendidikan anaknya di bangku sekolah, banyak

orangtua anak miskin ini yang kesulitan. Kadang di saat mereka

melakukan pengaduan ke UPT-KAN ini banyak yang mengatakan untuk
makan sehari saja kami susah buk, apalagi untuk membayar buku dan
uang sekolah anak. Selain itu banyak masyarakat miskin melakukan
pengaduan ke UPT-KAN ini disebabkan oleh sulitnya mendapatkan uang
untuk menyambung sekolah di jenjang pendidikan

berikutnya.”(wawancara dilakukan tanggal 03 Agustus 2016)

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat disimpulkam bahwa, dalam
memberikan pelayanan UPT-KAN, memang dominan memberikan pelayanan
pada pelayanan pendidikan. Hal ini disebabkan pengaduan pada pelayanan
pendidikan ini paling banyak di UPT-KAN sehingga bantuan yang disalurkan
oleh UPT-KAN juga paling banyak di pelayanan pendidikan. selain itu UPT-
KAN ini juga mempertimbangkan kalau setiap anak harus mengenyam
pendidikan yang layak terutama bagi warga miskin yang memang sulit memenuhi
kebutuhan anaknya dalam melanjutkan pendidikan selain itu selama petugas
UPT-KAN melakukan observasi ke lapangan memang sarana dan prasarana
sekolah anak anak tersebut tidak terpenuhi.Ada yang pergi sekolah bajunya sudah
robek dan lusuh, ada yang tasnya sudah robek, sepatunya sudah tidak layak pakai
serta alat tulis dan buku pelajaran pun tidak terbeli. Akibatnya anak malas belajar
dan tidak berprestasi. Maka dari itulah UPT-KAN memang dominan memberikan
bantuan pada pelayanan pendidikan.

Dengan adanya Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli

Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) yang direalisasikan melalui UPT-

KAN di Kota Payakumbuh ini dapat memberikan pelayanan sosial secara terpadu
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baik dalam pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan

pengembangan masyarakat dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan.

Serta melalui UPT-KAN di Payakumbuh, ditargetkan akan menjadi acuan bagi

kota/kabupaten lainnya khususnya di Sumatera Barat. dalam menanggulangi

masalah kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak

Nagari (UPT-KAN) Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan

Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita)

dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan di Kota Payakumbuh.”

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang terdapat dalam

penelitian ini adalah:

a) Masih banyak masyarakat Kota Payakumbuh yang belum terdaftar sebagai
warga miskin dalam data PPLS 2015 di Kota Payakumbuh.

b) Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera
(Pandu Gempita) dalam menanggulangi kemiskinan di kota Payakumbuh
belum berdampak secara signifikan.

c) Layanan yang diberikan lebih dominan pada pendidikan

d) Petugas dari UPT-KAN masih kurang melaksanakan tugasnya secara optimal

e) UPT-KAN masih sedikit memperoleh donasi yang ingin memberikan bantuan

kepada masyarakat yang membutuhkan pada pelayanan pendidikan
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C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus mengingat banyaknya
pelayanan yang diberikan oleh UPT-KAN Kepada masyarakat miskin, maka
penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu Peran Unit Pelayanan
Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) Terhadap Pelaksanaan
Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera
(Pandu Gempita) dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan di Kota
Payakumbuh terfokus pada pelayanan pendidikan.

D. Rumusan Masalah

Rumusanmasalahdalampenelitianiniadalah:

a. Bagaimanakah peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari
(UPT-KAN) dalam memverivikasi data masyarakat yang tidak termasuk
dalam data PPLS 2015 pada pelayanan pendidikan?

b. Bagaimanakah peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari
(UPT-KAN) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya
pada bidang pendidikan?

c. Bagaimanakah peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari
(UPT-KAN) merekomendasikan pengaduan masyarakat dengan pemberi

bantuan pada pelayanan pendidikan?
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E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan
dilakukannya penelitian ini adalah mendeskripsikan Peran Unit Pelayanan
Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) Terhadap Pelaksanaan
Program Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota
Sejahtera (Pandu Gempita) dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan di Kota
Payakumbuh terfokus pada pelayanan pendidikan.
F. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Secara Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini dapat diajukan sebagai wacana ilmiah dalam
rangka pengembangan ilmu pengetahuan sosial yang berhubungan dengan
pemberdayaan masyarakat.
2. Secara Praktis
Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:
a. Bagi Masyarakat
Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui Peran Unit
Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) Terhadap
Pelaksanaan Program Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli
Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) dalam Menanggulangi Masalah
Kemiskinan di Kota Payakumbuh terfokus pada pelayanan pendidikan.
b. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang memberikan

pelayanan sosial di Kota Payakumbuh
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Penelitian ini bermanfaat bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
terkait yang memberikan pelayanan sosial dan UPT-KAN Kota Payakumbuh,
untuk memperbaiki kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Kota Payakumbuh.

c. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan pemahaman tentang Pelayanan Terpadu dan
Gerakan Masyarakat peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) dalam
menanggulangi kemiskinan di Kota Payakumbuh serta sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar sarjana.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan temuan penelitian yang penulis lakukan di UPT-KAN

Kota Payakumbuh tentang Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan

Anak Nagari (UPT-KAN) Terhadap Pelaksanaan Program Pelayanan

Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu

Gempita) dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan di Kota Payakumbuh

yaitu :

a. Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN)
dalam memverivikasi data masyarakat yang tidak termasuk dalam data
PPLS 2015. Masyarakat yang tidak masuk dalam data PPLS 2015 tetap
bisa mendapatkan pelayanan di UPT-KAN. petugas UPT-KAN akan
mensurvey ke lapangan untuk menetapkan keluarga itu miskin atau tidak
sesuai dengan 14 Kriteria atau minimal 9 Kkriteria yang sudah ditentukan
terpenuhi yang telah ditentukan oleh BPS. Namun terkadang masyarakat
yang mengadu banyak juga yang tidak termasuk dalam kriteria penduduk
miskin. Akibatnya pengaduan yang mereka lakukan tidak diproses oleh
UPT-KAN. selain itu masyarakat yang melakukan pengaduan ke UPT-
KAN juga ada orang yang sama, mereka ingin mendapatkan bantuan lagi.
Padahal dalam melakukan pengaduan ke UPT-KAN tidak boleh
berulaang-ulang, karena masyarakat miskin yang membutuhkan juga

banyak.
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b. Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN)
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada pelayanan
pendidikan. UPT-KAN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
mengikuti program yang telah ada di Dinas Pendidikan. Layanan yang
dibutuhkan masyarakat umumnya Pemberian beasiswa miskin (BSM)
kepada peserta didik tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, UPT-
KAN akan berusaha membantu merekomendasikan agar mendapatkan
bantuan pendidikan kepada donatur yang ingin membantu . namun masih
ada pengaduan yang tidak mendapatkan bantuan, disebabkan karena dalam
melakukan pengaduan ke UPT-KAN masih ada masyarakat yang kurang
melengkapai syarat-syarat yang telah ditentukan. Akibatnya data yang
kurang lengkap tersebut tidak diverivikasi atau petugas UPT-KAN
menyuruh mereka untuk melengkapinya. Kadang ada juga pengaduannya
sudah berulang ulang atau orang tersebut ingin mendapatkan bantuan
double dan ada juga yang tidak termasuk Kriteria miskin. Serta lamanya
pengaduan masyarakat di proses di UPT-KAN karena terkadang kantor
UPT-KAN kosong karena ada yang mensurvey ke lapangan sedangkan
petugas yang lain bertugas pula di SKPD masing masing sehingga
pelayanan kepada masyarakat itu berjalan dengan lambat

c. Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN)
merekomendasikan pengaduan masyarakat khusunya di bidang pendidikan
dengan pemberi bantuan. Dalam menyalurkan bantuan pelayanan

pendidikan UPT-KAN bekerjasama dengan dunia usaha dan lembaga sosial
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yaitu lembaga sosial LKS Mitra Kenanga, LazizMu ( Lembaga Amil Zakat
Muhamadyah), BAZNAS. Sedangkan dari masyarakat penerima bantuan
pendidikan ini memang menggunakan bantuan pendidikan yang diberikan
oleh UPT-KAN memang untuk pendidikan. sehingga tujuan dari UPT-
KAN memberikan pelayanan pendidikan dapat memberikan dampak positif
bagi masyarakat miskin yang telah melakukan pengaduan ke UPT-KAN.
Sehingga tujuan dari UPT-KAN memberikan pelayanan pendidikan dapat
memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin yang telah melakukan
pengaduan ke UPT-KAN.
B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa saran
yang perlu dipertimbangkan dalam rangka mengoptimalkanPelaksanaan
program Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota
Sejahtera (Pandu Gempita) dalam menanggulangi kemiskinan di kota
Payakumbuh, yaitu :

1. Dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat
Peduli  Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) dalam
menanggulangi kemiskinan di kota Payakumbuh, Hendaknya petugas
dari UPT-KAN terutama yang berasal dari SKPD terkait harus
melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga masyarakat yang
melakukan pengaduan di UPT-KAN mendapatkan pelayanan yang

dibutuhkan.
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2. Hendaknya petugas UPT-KAN mampu menghimpun donatur yang
banyak agar pengaduan masyarakat bisa diproses dengan baik.

3. Kepada masyarakat, hendaknya masyarakat yang melakukan
pengaduan di UPT-KAN harus memperhatikan syarat-syarat yang
harus dipenuhi dalam melakukan pengaduan di UPT-KAN. Dengan
begitu petugas UPT-KAN dapat memproses pengaduan masyarakat

dengan cepat.
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